BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas struktur
organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi
kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Sruktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan



Menetapkan

12.

13.
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Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 77), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan terdiri dari:

a.

2.
3.

Sekretariat:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan; dan

Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Perpustakaan:

Seksi Pengelolaan Perpustakaan; dan

2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.

c. Bidang Kearsipan:

Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.

Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan arsip, perlindungan dan
penyelamatan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan serta tugas lain
yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang
Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

pelaksanaan penyusunan pedoman/kebijakan teknis pengelolaan,
perlindungan dan penyelamatan arsip;

koordinasi pelaksanaan pengelolaan/penyelenggaraan, perlindungan
dan penyelamatan arsip;

pemberian bimbingan teknis pengelolaan, perlindungan dan
penyelamatan arsip serta konsultasi pelaksanaan kearsipan;

melaksanakan pendidikan dan pelatihan kearsipan;

koordinasi pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;

koordinasi pelaksanaan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih
media;

perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan arsip,
perlindungan dan penyelamatan arsip;

Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan
penegakan perundang-undangan di bidang kearsipan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Kearsipan terdiri dari:

a. Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan
b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Pasal 15

(1) Seksi Pengelolaan Kearsipan mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan kearsipan baik
arsip dinamis maupun statis.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai

berikut:



(1)

a. melakukan pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan
penyusunan daftar arsip inaktif;

b. melakukan koordinasi pemindahan arsip inaktif di lingkungan
Pemerintahan Daerah;

c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip inaktif melalui
kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;

d. melakukan koordinasi pembuatan daftar, pemberkasan, pelaporan,
serta penyerahan salinan arsip terjaga dari unit pengolah;

e. melakukan koordinasi pemusnahan arsip dan pnyerahan arsip statis;

f. menyediakan, mengolah, dan menyajikan arsip inaktif untuk
kepentingan pengguna internal dan kepentingan publik;

g. melakukan pelayanan informasi dan peminjaman arsip inaktif;

h. mengelola simpul jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah
(SIKD) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JKID) pada tingkat
Kabupaten;

i. melaksanakan Penyusutan Arsip Inaktif dengan Retensi 10 tahun atau
lebih dan Arsip Statis;

j. mengelola arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah,

Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta yang kantor
usahanya dalam Daerah, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah,
organisasi politik tingkat Daerah, Pemerintahan Desa dan masyarakat;

k. melaksanakan alih media, reproduksi dan pengujian autentisitas arsip
statis;

l. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk
daftar pencarian arsip;

m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kearsipan;
dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan
sesuai bidang tugas.

Pasal 16

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan
pembinaan penyelanggaraan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
kearsipan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai

berikut:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan
Pengawasan Kearsipan;

b. melakukan pembinaan, penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan
Kabupaten;

c. melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip
dan daftar arsip;



d. menyusun konsep dan mengkaji bahan fasilitasi dan sosialisasi
penyusunan pedoman, supervisi, evaluasi, koordinasi kegiatan
kearsipan dan kerjasama antar lembaga serta pengembangan sumber
daya manusia di bidang kearsipan;

e. menyiapkan bahan dan melakukan pendataan, inventarisasi, serta
menyusun analisis kebutuhan tenaga arsiparis/pengelola arsip;

f. memfasilitasi sertifikasi arsiparis sesuai standar nasional dan peraturan
perundang-undangan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sumberdaya
manusia kearsipan meliputi bimbingan teknis, penyuluhan, pendidikan
dan pelatihan teknis dan pemberian penghargaan;

h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasanan terhadap
pengelola kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah;

i. memfasilitasi layanan kearsipan melalui bimbingan teknis, workshop,
magang, praktik kerja lapangan, diskusi dan sejenisnya;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kearsipan
sesuai bidang tugas.

3. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28 A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28 A

Pejabat Struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diangkat
sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Dinas.

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 35



LAMPIRAN

_8- PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2019
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TENTANG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
DAN KEARSIPAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG
PERPUSTAKAAN KEARSIPAN
| |
SEKSI SEKSI
PENGELOLAAN PEMBINAAN DAN SEKSI SEKSI PEMBINAAN
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
PERPUSTAKAAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN KEARSIPAN
PERPUSTAKAAN

UPT
T BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY






